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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal
dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Adapun
fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan, pemberdayaan dan
fungsi pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan
kewarganegaraan. Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut yaitu diterbitkannya
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan,
dan penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik “dan' pembangunan' di bidang lainnya. Administrasi
Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai

bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Administrasi kependudukan dilihat dari sisi kepentingan penduduk harus
mampu memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik
dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya
perlakuan diskriminatif serta menjadi bukti kuat atas status kewarganegaraan

seseorang di mata hukum.



Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan hak identitas diri dan
kewarganegaraan sebagaimana yang disebutkan diatas lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendafaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden
Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap peristiwa
kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat
pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan

pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Salah satu hak dasar yang melekat pada diri warga negara dan juga
merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan
administrasi kependudukan adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran
menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pemberian akta kelahiran dan pencatatan kelahiran harus dilakukan oleh negara
agar diregistrasi dalam catatan sipil kependudukan sebagai salah satu warga

negaranya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Pasal 27 yakni “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.
Hal ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang

harus dipenuhi oleh negara.



Identitas seseorang dapat dikenali dengan pencatatan kelahiran pada
registrasi umum. Data ini dapat menunjukkan asal-usul kelahiran, data keluarga dan
pemberian status kewarganegaraan seseorang yang dituangkan dalam akta
kelahiran. Selain akta kelahiran, identitas seseorang dapat ditunjukkan juga melalui

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan data yang dilansir Republika pada tanggal 19 Desember 2017,
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019, target
pemerintah terkait pemenuhan hak sipil anak untuk akta kelahiran di angka 85%
sebanyak 3.085.343 lembar akta. Sampai saat ini pemerintah baru memenuhi hak
akta lahir anak sebanyak 65.153.812 lembar akta. Setelah dilakukan kajian bersama
Universitas Indonesia ke beberapa daerah, capaian tiga juta akta tidak bisa dicapai
tahun ini. Mengingat total anak Indonesia mencapai 83,9 juta orang. Target RPJIMN
2019 tidak akan terealisasi, malah pemerintah memiliki hutang pemenuhan akta

sebesar 18 juta akta lahir.

Keadaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri, baik untuk masyarakat
mauapun pemerintah mengingat akta kelahiran mempunyai dua fungsi. Pertama,
menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua,
merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki
anak. Dengan adanya akta kelahiran, maka anak secara yuridis berhak untuk
mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak
lainnya sebagai warga negara. Tanpa kewarganegaraan berarti seseorang tidak akan
mendapatkan perlindungan, pengakuan, hak dan pelayanan yang seharusnya

diberikan negara kepada warga negara.



Anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap eksploitasi..
Faktor penyebab rendahnya angka pencatatan kelahiran di Indonesia dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu sisi permintaan (demand factor) dan sisi suplai (suplay factor).
Dari sisi permintaan, terdapat beberapa faktor yaitu ketidaktahuan masyarakat
tentang manfaat akta kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan orang tua serta
hambatan fisik/ geografis, administratif dan politis yang mencegah akses penuh

pada pencatatan kelahiran.

Sedangkan dari sisi suplai, faktor yang melandasi rendahnya pencatatan akta
kelahiran adalah hilangnya manfaat pencatatan kelahiran secara substansial,
kurangnya urgensi dari pihak negara melalui kebijakannya yang tidak populis,
hambatan budgeter, birokrasi yang tidak bersahabat dan persoalan struktur lainnya

yang menghambat proses pencatatan akta kelahiran.

Bedasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terdapat enam
alasan yang membuat penduduk di Indonesia usia 0-18 tahun tidak memiliki akta
kelahiran, yaitu 1) Tidak  tahu kelahiran harus. dicatat dan tidak tahu cara
mengurusnya; 2) Tidak merasa perlu, malas/tidak mau repot; 3) Tidak memiliki
biaya untuk mengurus; 4) Tempat pengurusan akta jauh; 5) Akta belum terbit; dan
6) Sejumlah alasan lainnya. Dari enam alasan itu, keluhan tentang biaya untuk
mengurus akta menjadi penyebab utama tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak
33,87 %. Keluhan tidak memiliki biaya, terbanyak muncul di Provinsi Jawa Barat,

mencapai 51,67%.



Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk
tertinggi juga masih berbenah dalam hal pendataan kependudukan dan pencatatan
sipil. Khususnya dalam kepemilikan akta kelahiran seperti yang dilansir oleh
Republika jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran di Jawa
Barat (Jabar) masih banyak. Pasalnya, hingga akhir 2017 lalu anak yang memiliki
akta kelahiran baru mencapai sekitar 61,26 %. Artinya Jabar masih kekurangan
18,74 % untuk bisa memenuhi target nasional. Salah satu kabupaten yang ada di
Jawa Barat yang sampai saat ini belum melampaui target nasional dalam hal

pencatatan akta kelahiran yakni Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk ketiga
terbanyak di Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah terkait pencatatan akta
kelahiran. Seperti yang dikatakan wakil bupati Garut Helmi Budiman, dilansir oleh
Galamedianews yang diakses pada 8 Februari 2018 bahwa selama ini masih banyak
masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya memiliki surat akta kelahiran,
sebagai syarat utama mengurus administrasi baik itu untuk melanjutkan sekolah,

melangsungkan pernikahan-maupun untuk- melamar pekerjaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Garut dituntut untuk benar-benar dapat
mengelola rumah tangganya sendiri seiring dengan berlakunya otonomi daerah,
sehingga segala sesuatunya tidak lagi bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
Dalam hal penyelengaraan administrasi kependudukan, pemerintah daerah
Kabupaten Garut menunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
mengelola kegiatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Garut



dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pemerintah daerah
Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Garut.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009,
Pemerintah Kabupaten Garut masih belum selesai dalam pendataan kependudukan.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut hingga bulan Januari 2018 jumlah anak di
Kabupaten Garut yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 135.961 anak dari
jumlah keseluruhan 737.275 anak. Jika dalam persentase maka jumlah anak yang
belum memiliki akta kelahiran sebanyak 18%, hal tersebut berarti 82% anak sudah
memiliki akta kelahiran. Namun capaian tersebut belum melampaui target

pemerintah yang tertuang dalam RPJMN yakni pada angka 85%.

Tanpa adanya akta kelahiran, status seseorang akan lemah di mata hukum,
apalagi jika menyangkut soal hak-hak yang selayaknya didapatkan. Misalkan saja,
hak pendidikan, hak kesehatan yang difasilitasi negara atau pun hak-hak
administrasi lainnya. Selain itu masih banyaknya anak yang belum memiliki akta
kelahiran dapat menimbulkan sanksi admnistratif bagi yang terlambat melakukan
pencatatan kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2009 Pasal 35 yaitu “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan
1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana; (2) Pencatatan kelahiran yang



melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang disebutkan diatas, penulis
menganggap penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pencatatan Akta Kelahiran

Di Kabupaten Garut”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat di

identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran di

Kabupaten Garut.

2. Belum tercapainya target pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009

Kabupaten Garut?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 12 tahun 2009 Kabupaten Garut?



D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2009 Tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 di Kabupaten

Garut.

E. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai pencatatan akta kelahiran ini di harapkan memberikan

gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni:
1. Kegunaan akademis (teoritis)

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu

pengetahuan dalam waw\asan keilmuan Administrasi Publik.

b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi
dokumen akademik yang, berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas

akademika.
2. Keguaan Praktis
a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir ini dan dengan penelitian
ini, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari
sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga

bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan.



b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi
pemerintah daerah, agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan
peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 Kabupaten Garut Khususnya

dalam pencatatan akta kelahiran.
c. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat
tentang pelaksanaan pencatatan akta kelahiran. Secara praktis, tulisan
ini diharapkan dapat membantu dalam menemukan solusi bagi
permasalahan yang ada, dalam ruang lingkup pencatatan akta kelahiran

pemerintah selaku pembuat kebijakan dan perumus kebijakan.
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F. Kerangka Pemikiran
Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat
menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001:177; Heineman et al., 1997:60;
Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994:15). Pandangan tersebut dikuatkan
dengan pernyataan Edwards IlIl (1984:1) yang berpendapat bahwa tanpa
implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil

dilaksanakan.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan
bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier dikutip Wahab, (2008:68) juga mendefinisikan
implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanyadalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang

memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) :

o

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

o

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

o

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
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2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure

implementation) :

a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah
kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah

memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

d. Seberpa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi

pelaksana.
e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpatisipasi dalam

implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan'(nonstatutory variables affecting implementation) :
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

o

Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).

o

Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

Tentang Pencatatan Akta Kelahiran

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

Tentang Pencatatan Akta Kelahiran
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